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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga
Biru Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Metode yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi Informan dalam
penelitian ini adalah Inspektorat, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa
Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa Desa Lupoyo sudah transparan dan akuntabel pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
dan sudah berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun
Pemerintah Desa di Desa Lupoyo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang
terbatas sehingga pengelolaan Keuangan Desa masih kurang efektif.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.



ABSTRACT

This study aim to determine the practice of transparency and

accountability of village financial management in Lupoyo Village, Telaga Biru
District,Gorontalo Regency which consists of Planning, Implementation,
Administration, Reporting, Accountability. The method used is descriptive
qualitative research methods and uses research data techniques by observation,
interviews, and documentation. The informants in this study were the
Inspectorate, Village Officials and Community Leaders in Lupoyo Village, Telaga
Biru District, Gorontalo District.
The results of this study indicate that the village of Lupoyo is already transparent
and accountable at this stage planning, implementation, administration, reporting
and accountability and is guided by Permendagri No. 113 of 2014. However, the
Village Government in Lupoyo Village has limited Human Resources (HR) so that
the management of Village Finance is still ineffective.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Financial Management
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang
saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini karena
adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas dana—dana masyarakat yang
dikelola pemerintah, sehingga akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan
akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi
pemerintahan tersebut mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban,
manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh
pemerintah merupakan perwujudan dan penyediaan informasi mengenai setiap
tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah
selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi
yang diperlukan proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Kkinerja pemerintah. Akuntansi
pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pelaksanaan oleh
aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Widiyanti, A. 2017:1).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, tetapi
juga ditingkat daerah sampai diwilayah pedesaan, yang semuanya itu
membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang
dilaksanakan. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan
oleh Sukasmanto (dalam Nafidah dan Anisa, 2011:275) melibatkan kemampuan

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan.



Dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.
Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli
Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk
komponen di dalamnya.

Peratuan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan adalah dengan adanya
transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (dalam Widiyanti, A. 2017:27),
transparansi berarti keterbukaan (opennses) pemerintah atas aktivitas pengelolaan
sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan
fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.
Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan,
ketersediaan informal pada publik, proses penganggaran yang terbuka dan
jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan piskal, informasi

dan penjabarannya.



Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
menjelaskan bahwa Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Tranparansi
menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam
menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki
kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang
banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa
yang dikerjakannya.

Pemerintah Desa untuk bisa mencapai Good Local Government dalam
pengelolaan keuangan desa, masih diperlukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas dan dapat berjalan dengan
baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dalam Nafidah & Anisa (2017:275)
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan Kkinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta

pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu



sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu,
serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan dari sisi transparansi dan akuntabilitas hasil
observasi awal bahwa ada keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pembagian
bantuan yang tidak sesuai dan tidak adanya transparansi dari pemerintah desa. dan
hasil pemeriksaan dari inspektorak didapatkan adanya temuan dalam salah satu
item pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara
akuntabilitas.

Adapun hasil penelitian-penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian
pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti
Arista Widiyanti (2017), Wienda Damayanti (2018) dimana penelitian tersebut
menaganlisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi pada beberapa desa. Dengan
penelitian diatas peneliti berusaha untukmengetahui dan mengenalisis Praktek
Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengeloala Kkinerja
keuangan dan objek penelitian yang berbeda yaitu di Desa Lupoyo Kecamatan
Telaga Biru.

Berdasarkan uraian latar diatas maka penelitian ini diarahkan untuk
memahami lebih jauh tentang “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru,

Kabupaten Gorontalo)”.



1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaiamana Praktek
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Lupoyo ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengenalisis Praktek
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Lupoyo.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis : Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Analisis
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
2. Manfaat praktis : Sebagai bahan informasi bagi aparat untuk lebih
meningkatkan kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Lupoyo
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Transparansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa transparan
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan untuk masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah. Dengan adanya transparansi bisa menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-
hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk bisa mengetahui apa yang terjadi pada suatu daerah dan
mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah
tersebut. Dengan adanya transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintah. Yaitu informasi tentang Kkebijakan proses pembuatan, dan
pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai (Damayanti,2018;4).

Adanya prinsip-prinsip transparansi sebagai berikut:

1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (Dana, cara

pelaksanaan dan bentuk bantuan atau program)



2) Adanya publikasi atau media mengenai proses kegiatan dan detail
keuangan.

3) Adanya laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

4) Laporan tahunan.

5) Wabsite atau media publikasi organisasi.

6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2015:28) Transparan memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh dalam pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
undang-undang yang telah ada. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang
penyeleggaraan pemerintah, yakni dengan informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Transparansi merupakan pelaksanan tugas yang terbuka untuk masyarakat.
Mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan
informasi tersebut. Transparansi juga memiliki keterbukaan organisasi dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.



Menurut Andrianto (2007), Tranpasaransi dibangun atas dasar arus
informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan
informasi yang ada harus memadai agar mudah di dimengerti dan bisa dipantau
dengan baik. Ada beberapa manfaat yang penting dengan adanya transparansi
anggaran adalah sebagai berikut :

1) Mencegah korupsi

2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan

3) Meningkatkan akuntanbilitas pemerintah sehingga masyarakat akan
lebih mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah.

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk
memutuskan kebijakan tertentu.

5) Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap
pemerintah akan terbentuk.

6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Transparansi menjadi sangat penting bagi peaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat
memiliki kewenangan mengambil keputusan penting yang berdampak bagi orang
banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa
yang telah dikerjakannya. Maka dengan ini transparansi menjadi intrusmen
penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Maka
dengan adanya transparansi ini hendaknya para pemegang kekuasaan

mencerminkan sikap keterbukaan.



Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan
adanya Transparansi. Transparansi artinya keterbukaan dalam mengelola laporan
keuangan. Dengan adanya transparansi ini kebohongan sulit untuk
disembunyikan. Menurut (Mardiasmo, 2009) Transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pengelolaan
keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

2.1.2 Akuntabilitas
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Sujarweni, 2015:28) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuannya yang telah
ditetapkan secara periodik. Akuntabiliats publik adalah prinsip yang menjamin
bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Sedang Menurut Darise (2009:25) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu
perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua
pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan:

1) Membuat laporan pertanggungjawaban



2) Laporan yang informatif dan transparan
3) Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban
untuk menyampaikan tanggungjawab atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti
strategic planning, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilaporkan
secara benar dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat.
Tuntutan publik saat ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban
horizontal yang mengharuskan lembaga-kembaga sektor publik untuk
membuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sufiana dan
Diana, 2016:108).

Menurut Mardiasmo (2002:105), Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Tujuan dari Pelaksanaan Akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas

yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan apa yang telah sungguh-sunguh
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terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika terjadi
penyimpangan atau hambatan maka harus segera di koreksi. Dan pelaksanaan
suatu kegiatan yang diharapakan masih mencapai apa Yyang diinginkan.
Akuntabilitas ini bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk
menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi
sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.
2.1.2.2 Prinsip Dan Tipe Akuntabilitas
Ada 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah
menurut (Mardiasmo, 2009:105) sebagai berikut:
1)  Prinsip Transaransi
Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam proses perencanaan,
penyususnan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti
bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat, terumtama pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  hidup
masyarakat.
2)  Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat. Masyarakat

tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga
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3)

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan
anggaran tersebut.

Prinsip Value For Money

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran
yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan
penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga
yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat
menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif
dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target
atau tujuan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas terdiri atas 2 (dua) macam menurut (Mardiasmo, 2009:21),

yaitu :

1)

2)

Akuntabilitas vertikal (vetical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pada
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Akuntabilitas Horisontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat yang luas. Akuntabiliatas perlu dilakukan melalui media yang

selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pada
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1)

2)

2.13

pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai
suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.
Dalam Akuntabilitas terdapat 2 tipe yaitu:
Akuntabilitas Internal
Dalam Akuntabilitas Internal tersebut belaku untuk setiap tingkatan dalam
organisasi internal penyelenggraan negara termasuk pemerintah dimana
setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung
mengenai perkembangan Kkinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya
secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
Akuntabilitas Eksternal
Dalam Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara
sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat
yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian
dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.
Pengertian Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Desa sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang juga memiliki batas—batas wilayah yang

wewenangnya untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat.

Desa merupakan salah satu unit paling bawah dalam sistem pemerintahan

di Indonesia. Dalam peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang

13



strategis. Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari
negara. Pemerintah Desa merupakan unit terkecil dari pemerintah nasional,
dimana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus
jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud
penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus
urusan Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemeritahan
Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penyelenggraan
Pemerintah Desa guna dalam proses pembangunan berdasarkan asas yaitu: (1)
kepastian hukum; (2) terbit penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan
umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profosionalitas; (7) akuntabilitas;
(8) efektivitas dan efisensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11)

partisipatif.
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2.1.3.1 Struktur Organisasi Desa
Menurut (Sujarweni, 2015:7) Pemerintah Desa merupakan lembaga
perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategi untuk mengatur
masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.
Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau
undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang
Pemerintah Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.
Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang
meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Berikut struktur organisasi
Pemeritah Desa:
1) Kepala Desa
Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU
RI Nomor 6 Tahun 2014). Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)
tahun dengan 3 (tiga) kali periode terhitung sejak tanggal pelantikan.
2) Sekretaris Desa
Sekretaris Desa yaitu perangkat Desa yang bertugas membantu kepala desa
untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
mempersiapkan bahan penyususnan laporan penyelenggaraan pemerintah
Desa.
3) Pelaksana Teknis Desa
(1) Kepala Urusan Pemerintah

(2) Kepala Urusan Pembangunan
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(3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
(4) Kepala Urusan Keuangan
(5) Kepala Urusan Perencanaan
(6) Kepala Urusan Umum
4) Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaran Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat
desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dan
penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan Kkinerja
kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan
permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.
5) Pelaksanaan Kewilayahan
Pelaksanaan Kewilayahan yang merupakan Kepala Dusun adalah membantu
Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2.1.4 Laporan Dan Pengelolaan Keuangan Desa
2.1.4.1 Laporan Keuangan Desa
Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang
terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah
bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah selama suatu
periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP. Nomor 24 Tahun 2005).
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Kemudian di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,laporan
keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal
56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

Pengertian serupa juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagali
bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah selama suatu
periode.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa laporan keuangan
merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah
yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan
dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat
menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai
tujuannya.

Adapun jenis laporan keuangan desa disesuaikan dengan entitas yang
bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan.
Seiring dengan bergulirnya reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan
diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri

No. 59 Tahun 2007).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari Laporan Keuangan

yang harus disusun oleh Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah terdiri

dari:

1)

2)

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai
realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-
masing selama periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun
dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan
dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah sedangkan
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada saat kas dibayarkan dari
rekening kas umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh
bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah
dipertanggungjawabkan (PP, No. 24, 2005).

Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban (utang)
dan kekayaan bersih (ekuitas dana) pemerintah daerah pada tanggal
tertentu. Berdasarkan SAP, Neraca disusun dengan basis akrual, artinya
pengakuan/ pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat

hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima/dibayarkan.
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3)

4)

Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu aset =
kewajiban + ekuitas dana. Dengan demikian, total aset harus sama dengan
total kewajiban dan ekuitas dana (SAP No 3, 2005).

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus hanya disusun oleh
BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat
dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di
neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca tentu harus sama dengan saldo
akhir kas menurut laporan arus kas. Penyajian Laporan Arus Kas dan
pengung kapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No.
03 tentang Laporan Arus Kas (SAP No. 3, 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan dan/atau pengungkapan yang memadai terhadap komponen
laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca dan LAK) sehingga laporan
keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara luas
dan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman diantara pembacanya
(Margono, 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara

lain:
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1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;

5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan(PSAP
No.4, 2010).

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
mengikutistandar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos
yangberhubungan. Misalnya, PSAP tentang Persediaan mengharuskan
pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan.
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2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014

yakni dikelola susai dengan asas-asas. Asastidak berguna bila tidak terwujud

dalam tindakan. Maka dalam keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1)

2)

Transparan

Terbuka dalam arti Segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan
keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.
Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu
menuntut  kejelasan  siapa, berbuat apa serta  bagaimana
melaksanakannya.Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai
pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur
kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keterbukaan informasi
tentang pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa akan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat publik.

Akuntabel

Akuntabel ini berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/
lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki
hak atau  berkewenangan untuk  meminta  keterangan  akan

pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan
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3)

4)

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,
mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dengan asas akuntabel ini menuntut Kepala Desa
mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara tertib kepada masyarakat
maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan
mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasinya.Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaansampai
dengan tahap pelaporanwajib melibatkan masyarakat para pemangku
kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal
sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa

(Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara
konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip
akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan
keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014).
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Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban
keuangan desa.

1)  Perencanaan

a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

b) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

¢) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan
disepakati bersama.

d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

e) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana Kkerja
pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa tentang
rencana pembangunan jangka menegah desa dan rencana kerja pemerintah desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan

jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman
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dalam penyususan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam

peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2)

3)

Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di

wilayahnya maka  pengaturannya  ditetapkan oleh  Pemerintah

Kabupaten/Kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan

peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang undang.

Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan

mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan dan

pembuatan laporan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel.

Kegiatan penatausahaan meliputi semua Kkegiatan penerimaan dan

pengeluaran kas yang disertai olen dokumen pendukung seperti buku kas

umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan

Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

(2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib.
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(3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala
desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4)  Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa

kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam

proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah

dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan

yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat
dalam pasal 37 yaitu:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes

kepada Bupati/Walikota.

(2) Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan
realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester
pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun
berjalan.

(3) Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa
laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan

semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi
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APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun
berikutnya.
5)  Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap

pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan

dengan peraturan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, pengelolaan dan
pembuatan laporan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang undangan, Efisien, Efektif, Ekonomis dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan
masyarakat setempat. Sebagian besar keuangan desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang
ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa
secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa

satu tahun anggaran.
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2.2 Penelitian Terdahulu
Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Arista Widiyanti (2017)
Judul penelitian “Akuntablitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan
winonga kabuoaten pasuruan)” adapun tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang
mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakterisktik masing-
masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran
dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 Tahun 2014
dengan kegitan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparansi pada tahap
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Didukung pula
dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.
Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel
dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun
juga untuk pihak internalnya sendiri.
2. Wienda Damayanti (2018)
Judul penelitian “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Pada desa tegiri dan desa

sumberagung kecamatan batuwarno, Kabupaten wonogiri)” Adapun tujuan
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dari penelitian ini untuk mendiskripsikan transparansi dan akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno
Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung
menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.
3. Lina Nasihatun Nafidah dan Nur anisa (2017)
Judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Jombang” Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban
pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar
pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu
masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah
yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Desa.
2.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah

dan tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran
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tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

DESA LUPOYO

TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

REALITAS

PRAKTEK TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS
DI DESA LUPOYO
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BAB 111

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

2.1  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Kantor Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo. Untuk waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan,
dimulai dari penyusunan instrumen penelitian, validasi instrumen, pengumpulan
data, dan pengolahan data dihitung dari bulan Desember 2019 sampai dengan
Februari 2020, pada tahun ajaran 2019/2020.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode Penelitian Yang digunakan

Metode penelitian sabagai dasar untuk mendapatkan data yang secara
ilmian dengan tujuan dan kegunaan yang ditentukan. Jadi kegiatan dalam
penelitian ini dgunakan dengan cara ilmiah menggunakan ciri-ciri keilmuan
berupa sistemtis dan rasional empiris menurut (Sugiono, 2012:2). Pada penelitian
ini, metode yang digunakan yaitu desain deskriptif kualitatif dalam menguraikan
berbagai permasalahan tentang Praktek Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa Lupoyo.
3.2.2 Oprasional Variabel

Menurut Nazir (2003:124) definisi operasional merupakan suatu definisi
yang diberikan kepada variabel atau kontsrak dengan cara memberikan arti atau
mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan

untuk mengukur variabel tersebut.
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Dalam penyusunan operasional variabel terdapat tahapan Transparansi,
Akutabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Sujarweni:2015 dan
Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Definisi transparansi adalah Suatu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi
material. Yang indikatornya sebagai berikut :

a. Terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam mengelolaan laporan
keuangan desa.
b. Menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh
informasi tentang penyelenggaraab pemerintah.
c. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan membuat rencana
kedepan
2. Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas yaitudengan mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang
indikatornya sebagai berikut :

a. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban kepada
masyarakat atas dana yang telah digunakan.
b. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa yaitu pelayanan kepada

masyarakat harus di tingkatkan.
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3. Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Yang indikatornya sebagai berikut :

a. Perencanaan

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan. Kemudian Sekretaris
Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembehasan dan
disepakati bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran

dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
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Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada kepala desa

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes
kepada Bupati/Walikota.

Laporan Semester Pertama dilaporkan paling lambat di sampaikan
akhir bulan juli berjalan dan untuk laporan akhir tahun di sampaikan

paling lambat pada akhir bulan januari.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun
anggaran.

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah
ditetapkan dalam perturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja

dan pembiayaan.

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Menurut usman (dalam Rahma:2017:42) pada penelitian ini menggunakan

jenis data kuantitatif yaitu data yang non angka dan bersifat deskriptif atau data

yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan,

proses, peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan.

Sedangkan bentuk operasional data penelitian ini adalah melalui pendekatan

33



kualitatif deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen-
dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan banyak
yang tidak didominasikan angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.
2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
mengenai data. Berdasarkan sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan sumber data primer dan data
sekunder Menurut Sugiono (2009:402) :

1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari
lokasi penelitian baik dalam bentuk pernyataan dari informan maupun
dalam bentuk dokumen.

2) Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada
pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data dimana langkah untuk mendapatkan data
dengan tujuan utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang
disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan data yang
digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah metode yang digunakan untuk meninjau suatu kejadian
secara sistematis agar dapat mengumpulkan data sesuai tujuan yang akan
dicapai.

2. Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang secara sitematis dalam

menemukan permasalahan secara lebih terbuka berdasarkan tujuan
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3.25

penelitian. Menurut Bugin (2009:108) wawancara merupakan proses
dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab secara bertatap muka/secara lansung antara pewawancara dengan
informan atau orang yang diwawancarai, atau dengan tanpa menggunakan
pedoman wawancara untuk tujuan penelitian.

Dokumentasi dengan cara menunjukkan data-data yang langsung
didapatkan dari tempat penelitian, dengan meliputi buku-buku yang
dibutuhkan, laporan-laporan kegiatan, peraturan-peraturan dan foto-foto.
Dokumentasi menurut bugin (2007:121) adalah salah satu metode
pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk
mengumpulkan data historis. Metode atau studi dokumenter adalah tehnik
pengumpulan data dan informan melalui pencairan dan penemuan bukti-
bukti.

Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu: Inspektorat, Kepala

Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD dan Tokoh Masyarakat. Peneliti

memiliki informan tersebut karena dianggap memahami kondisi dan mampu

untuk memberikan gambaran yang spesifik terkait dengan tujuan penelitian ini.
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Tabel 3.1 Karakteristik Informan

Nomor Nama Informan Jenis Kelamin Jabatan
1 Arwin Hilala Laki-laki Kepala Desa
2 Hasan L. Kilo Laki-laki Sekertaris
3 Nurain Ibrahim Perempuan Kaur Keuangan
4 Djafar Husain Laki-laki BPD
5 Maimun Biki Perempuan Tokoh Masyarakat
6 Mulyono Abdul Inspektorat Tim Audit

3.2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data
hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini akan berkembang selama dan
setelah pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan model
analisis menurut Miles dan Huberman melalui tiga alur dalam analisis data yang

dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data. Pada saat mengumpulkan data dari lapangan akan banyak
yang diperoleh, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan
semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Pada saat data yang sudah direduksi makan akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, untuk itu bisa mempermudah

36



peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya dengan mudah,
apabila sewaktu-waktu dperlukan. Ada alat yang bisa dilakukan jika ingin
mereduksi data yaitu mengunakan komputer mini dengan cara
memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang
tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada
data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan
sebagai hasil wawancara dari para informan.

Penarikan kesimpulan. Setelah proses penyajian data dilakukan maka akan
ditarik kesimpulan. Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian kualitatif
salah satu cirinya adalah bersifat subyektif, maka hasil dari kesimpulan

tersebut berdasarkan analisis peneliti sendiri.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Lupoyo

Lupoyo terletak 15 M dari permukaan air laut dan merupakan salah satu
dari 16 Desa di Wilayah Kecamatan Telaga Biru yang terletak 3 km ke arah
Selatan dari Kecamatan Telaga Biru. Desa Lupoyo mempunyai luas wilayah
seluas + 22,22 km? . Penggunaan Tanah di Desa Lupoyo sebagian besar
diperuntukan untuk Tanah Pertanian, berupa sawah dan kebun sedangkan sisanya

untuk pemukiman, bangunan fasilitas umum.

Tabel 4.1 Batas-batas wilayah

No Batas-batasDesal.upoyo

1 | Sebelah Utara Desa Tuladengi, Tinelo dan Ulapato A
2 | SebelahTimur Desa Pantungo

3 Sebelah Barat Danau Limboto

4 SebelahSelatan Desa Bulota

Iklim Desa Lupoyo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai Iklim Kemarau, Penghujan dan Pancaroba. Hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Lupoyo

Kecamatan Telaga Biru.
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Desa Lupoyo mempunyai Jumlah Penduduk 2.192 Jiwa (1.117 laki-laki
dan 1.075 Perempuan), terdiri dari 646 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar

dalam 4 wilayah dusun denganrincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun

Jumlah Jiwa Jumlah
Nama Dusun Jumlah
Laki-laki | Perempuan KK

Dusun 1 Tohetutu 439 396 835 240
Dusun 2 Tapalu 344 366 710 212
Dusn 3 Tolite 102 103 205 63

Dusn 4 Teratai Indah 232 210 442 131
Jumlah Total 1.117 1.075 2.192 646

4.1.2 Kondisi sosial Budaya
Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi persoalan utama yang
dihadapi dibidang sosial budaya. Sarana pendidikan khususnya untuk sarana

pendidikan Non formal yang memang belum terdapat perhatian.

Penduduk Desa Lupoyo 100 % beragama Islam namun masih banyak yang
belum tahu baca huruf Arab ini karena Fasiltas Pendukungnya belum memadai,

seperti Taman Pengajian, Guru Kapasitas Pembimbing/Guru Agama.

Ditinjau dari Pendidikan Formal banyak Penduduk yang tidak tamat SD

bahkan hanya Tamatan SD sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan
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mereka dalam hal ini termasuk masyarakat Prasejahterah. Dan untuk tingkat

pendidikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

4.3 Tingkat Pendidikan

Tidak Pernah Belum Tidak Tamatan Tamatan Tamatan
Sekolah Sekolah Tamat SD SD SMP SLTA
11 orang 276 orang 258 orang | 723 orang | 116 orang | 201 orang

SD SMP SLTA Diploma Sarjana
302 orang 112 orang 87 orang 11 orang 75 orang

4.1.3 Kondisi Ekonomi dan SDA

Desa Lupoyo merupakan Desa Pertanian atau daerah persawahan,
sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencahariannya sebagai petani,
selain didominasi petani banyak juga warga Desa Lupoyo yang memiliki ternak,
Tetapi Fasilitas Pendukung belum memadai sehingga tingkat pendapatan masih

rendah dan mata pencaharian penduduk desa lupoyo Sebagaimana tergambar

dalam table berikut ini:

4.4 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Petani/ Pegawai .
Buruh Tani Pedagang PNS Nelayan Swasta Polisi TNI
286 orang | 45 0rang | 17 orang | 31 orang | 22 orang 4 orang oraig
Tabel 4.5 Penduduk Yang Memiliki Peternakan
Ayam/Itik Kambing Sapi Burung Kuda
43 orang 4 orang 29 orang 1 orang 16 rang
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4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lupoyo secara garis besar

adalah sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

No Jenis Prasarana Unit
1 Kantor Desa 1

2 Kantor BPD 1

3 PAUD 1

4 TK 1

5 Sekolah Dasar (SD) 2

6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1

7 Masjid 5

8 Tempat Pengajian Al-Qur’an (TPA) 2

9 Pustu 1

10 Pos Kamling 1

11 Gilingan Padi 4

12 Irigasi P3A 4
13 Jalan Desa 3000 M
14 Jalan Dusun 1500

4.1.5 Visi dan Misi Desa Lupoyo
Terwujudnya desa lupoyo menjadi desa industri, mandiri, menuju desa

ekomomi maju, aman, sejahtera (EMAS).
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Visi :

1. Desa industri adalah desa yang memiliki industri yang berguna bagi
masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa.

2. Desa mandiri adalah desa yang mampu membiayai semua program dan
kegiatan dengan pendapatan asli desa.

3. Desa ekonomi adalah desa memiliki kekuatan produk unggulan,
menghasilkan nilai tambah dan pemasaran.

4. Desa aman adalah desa yang memiliki tingkat kebutuhan dasar
masyarakatnya terpenuhi sehingga jauh dari permasalahan sosial.

5. Desa sejahtera yaitu desa yang masyarakatnya dalam keadaan makmur,
sehat dan damai.

Misi :

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu
pernyataan yang harus dilaksnakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut,
pernyataan  visi  kemudian  dijabarkan  kedalam misi agar dapat
dioprasionalkan/dikerjakan.

4.1.6 Struktur Organisasi Desa

Dalam melaksanakan pemerintah desa dengan baik, maka pemerintah desa
memiliki tugas dan funginya masing-masing yang telah di bagikan sesaui
kedudukannya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Il. Dalam pembagian
wewenang dalam menjalankan tugas-tugasnya sangatlah diperlukan agar

pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan undang-
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undang yang telah ditentukan. Dengan pembagian tugas dan fungsi dari perangkat
desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi desa dari setiap desa tersebut.

Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Lupoyo.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Lupoyo
KEPALA DESA
Arwin Hilala
|

SEKRETARIS DESA

Hasan Latif Kilo

KAUR. KAUR. KAUR. KAUR.

KESEJAHTERAAN PELAYANAN PERENCANAAN KEUANGAN

Thrahim Viiniie lenawrati | atif Halmi lhrahim A NA Nhirain Thrahim
KADUS KADUS TAPALU KADUS TOLITE KADUS TERATAI
TOHETUTU Nazir W. Rahma Abd. Rahman Pipii Latipah Saleh, S.Pd

I inannci Rilantaln

Sumber : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lupoyo 2019
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4.2 Hasil Penelitian

Seluruh kegiatan yang didanai dalam pengelolaan keuangan desa
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh
unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam Praktek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan desa dilakukan mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah
kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan
operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran pendapatan
yang ada di Desa Lupoyo Anggaran 2018 adalah Rp.1.431.480.400 Yang berasal
dari

1. Pendapatan Asli Desa  Rp. 6.000.000

2. Dana Desa Rp. 1.053.395.000
3. Alokasi Dana Desa Rp. 354.690.500
4. Bagi Hasil Pajak Rp. 17.394.900

5. Surplus/defisit Rp. 200.000.000

Penggunaan anggaran dana desa yang diterima setiap desa digunakan
untuk dua komponen yakni sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan desa, sedangkan sebesar 30% digunakan untuk
membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa.Dengan adanya transparansi pemeritah desa sudah melakukan pengelolaan
keuangan secara terbuka, keuangan yang ada didesa itu milik rakyat atau bisa

dibilang barang yang harus ditahu oleh masyarakat Desa Lupoyo.
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4.2.1 Transparansi
a. Transparansi Perencanaan

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan
perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan
Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) sementara perencanaan
jangka pendek disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
Perencanaan jangka menengah atau RPJMDes berdasarkan Permendagri no 114
tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka watu 6 (enam) tahun dan
ditetapkan dengan peraturan desa. sedangkan perencanaan jangka pendek atau
RKPDes berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan
penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh
pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

RPJMDes Lupoyo untuk tahun2013-2019 dilaksanakan pada tanggal 1
Januari 2014 melalui Musyawarah Desa dan diundangkan di Kantor Desa Lupoyo
pada tanggal 8 Januari 2014 yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa
Lupoyo nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) Lupoyo. Sementara RKPDes Lupoyo untuk tahun anggaran
2018 dilaksanakan melalui Musrenbangdes pada tanggal 10 September 2018.
Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDes yang kemudian
dijabarkan dalam RKPDes menjadi dasar untuk menyusun perencanaan
pengelolaan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan
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rencana keuangan tahuanan pemerintah desa yang membuat sumber pendapatan
desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis
sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes
berdasarkan RKPDes tahun berjalan. Kemudian sekertaris desa menyampaikan
Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk dibahas dan di sepakati
bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sementara pada
tahap perencanaan di Desa Lupoyo ada tim khusus yang bertugas menyusun
Raperdes. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala selaku Kepala Desa
sebagai berikut:

“untuk penyusunan APBDes diawali dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) yang mengacu pada Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian
disusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes)
dan di bahas oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) bersama
pemerintah desa dan masyarakat. Setelah dibahas oleh BPD
kemudian yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD)
menjadi peraturan desa yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes). Setelah ditetapkan maka kepala desa akan
menyampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat dan akan
dievaluasi”.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Hasan L. Kilo selaku Sekertaris

Desa:

“dalam penyusunan itu kita adakan Musrenbangdes, setelah disusun
APBDes kemudian disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk
dibahas bersama kemudian ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan
desa kemudian disampaikan kebupati melalui camat untuk dievaluasi
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olen Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa (BPMDes) kemudian
disahkan oleh bupati”.

Raperdes tentang APBDes yang telah dibahaas dan disepakati sesuai
permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa
kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah
disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDes oleh
Bupai/Walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi Bupati/Walikota
menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali

Raperdes.

b.  Transparansi Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disetujui oleh Bupati sebab
pelaksanaan keuangan desa tidak boleh lari dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes). Karena semua anggaran sudah dimuat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) merupakan dasar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan program

desa.

Adapun cara pelaksanaan anggaran desa dimulai dari sejak dana sudah
masuk rekening desa maka pemerintah desa akan menyampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat bahwa keuangan desa sudah
masuk rekening dan pelaksanaan kegiatan akan segera dimulai dan kepada

pelaksanaan kegiatan segera memasang papan informasi dimasing-masing lokasi
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kegiatan fisik untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahuinya baik itu

anggarannya maupun pekerjaannya.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program alokasi
danan desa wajib disajikan di kantor desa yang mudah diakses oleh masyarakat
desa. Kedua hal tersebut ini dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip
transparansi pembangunan desa, dengan ini masyarakat bisa secara bebas
mengetahui tentang program-program maupun memberikan kritik dan saran
kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan alokasi dana desa.

berikut hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala:

“sebagai pemerintah desa sudah menjadi kewajiban memberikan
informasi kepada masyarakat, agar mereka juga bisa memberikan
saran dan kritikan mereka demi kesempurnaan pelaksanaan desa .

Pendapat ini di sanggah oleh Badan Permusyawaratan Desa. berikut

wawancara dari Bapak Djafar Husain:

“pemerintah desa sangat terbuka dengan masyarakat namun
sebagian orang tidak terfokus pada perincian penggunaan dana”.

Berikut juga pernyataan dari Masyarakat Desa Lupoyo:

“Awalnya kami belum merasa yakin dengan pengelolaan keuangan
desa itu sudah transparan karena ada pemberian bantuan ke
masyarakat yang nilainya berbeda sehingga kami menganggap ada
kejanggalan. Tetapi setelah diadakan rapat pertanggungjawaban
ternyata pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kriteria yang
sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD”

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan dana desa, pemerintah

desa sudah melakukan secara transparansi. Namun dari masyarakat sendiri masih
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kurang informasi dikarenakan adanya keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki oleh masyarakat lainnya.
c.  Transparansi Penatausahaan

Penatausahaan merupakan dokumen persyaratan dalam pengelolaan
keuangan desa. sebelum bendahara desa menarik uang dari rekening maka
bendahara meminta semua sarat-sarat dasar pembayaran. Karena bendahara desa
dapat melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP)
yang diajukan atau pelaksanaan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh Sekertaris
Desa dan mengetahui Kepala Desa. kemudian dicatat dalam buku kas dan
mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi baik nota atau kwitansi pembayaran
untuk dibukukan. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala sebagai
berikut:

“penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item
kegiatan sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian
bendahara mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang
diajukan pada tiap tahap yang berdasarkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Bagaimana
pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana yang masuk ,itu
dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga pengeluarannya
juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di output
pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang
keluar sama pada akhir pelaksana kegiatan.  Adapun
pertanggungjawaban bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal
karna selalu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang
saya harapkan”.
Dari pernyataan diatas Adapun hasil wawancara dari Ibu Maimuna Biki:

“Penatausahaan cukup baik karna sampai saat ini kami belum
mendengar bahwa bendahara desa melakukan penyimpangan tentang
dana des. Kalau untuk pencatatan pengeluaran saya rasa sudah baik
walaupun masih ada yang kurang maksimal itu karna SDM yang ada
di desa masih terbatas. .
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, prosedur pencatatan yang
dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Lupoyo mengenai penatausahaan
pengelolaan keuangan desa telah menggambarkan kesesuaian dengan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bahwa semua kegiatan pencatatan yang
dilakukan oleh Kaur Keuangan dimana Kaur Keuangan wajib melakukan
pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d. Transparansi Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam
permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampiakan laporan
realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semster pertama dan
laporan semester akhir. Laporan semester pertama APBDes paling lambat
disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun
paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya. sesuai dengan

pernyataan dari beberpa informan sebagai berikut :

“laporan realisasi APBDes di desa lupoyo itu sudah tertib dan
semuanya sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lalu untuk
laporannya itu ada yang persemester dan tahunan yang harus
dilaporkan dengan tepat waktu”.(Hasan L. Kilo selaku Sekretaris
Desa)

e. Transparansi Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri
nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota

setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
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APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan

hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala selaku Kepala Desa sebagai berikut :

“pada akhir tahun itu sekertaris desa sudah menyusun hasil laporan
pertanggungjawaban seluruh kegiatan, kemudian diberikan kepada
saya dan disampaikan kepada Bupati melalui camat.”

Berikut juga pernyataan dari Ibu Maimuna Biki selaku Masyarakat Desa
Lupoyo:
“kalau yang saya tau laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan
kebupati dan penetapan dan peraturan desa sepertinya sudah sejalan
karna APBDes di desa Lupoyo yang saya lihat sudah ditetapkan oleh
bupati”.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan

dengan peraturan desa. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes melapirkan :

1. Format laporan pertangunggjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

tahun anggara berkenan.

2. Format laporan kekayaan milik desa 31 Desember tahun anggaran

berkenan.

3. Format laporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. laporan
realisasi dan pertangungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat.
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4.2.2 Akuntabilitas
a. Akuntabilitas Perencanaan

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa lupoyo untuk
menerapkan prinsip akuntabilitas, Oleh karena itu perencanaan program dan
kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan
rencana kegiatan pembangunan dan menentukan kegiatan di tingkat desa. Prinsip
tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam hal menentukan kegiatan
yang lebih prioritas yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa

lupoyo, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Jika dilihat dari masing-masing indikator dalam perencanaan 100%
perencanaan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan
demikian. Sementara pada tahap perencanaan di Desa Lupoyo ada tim khusus
yang bertugas menyusun Ranperdes. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak

Hasan L. Kilo menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dimulai dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap
dusun, kemudian perencanaan penyusunan RKP di tingkat desa usulan
dari tiap-tiap dusun tadi di usulkan di musdes perencanaan rkp rencana
kerja tahun berikutnya. Di situ dibentuk tim perumus dan verifikasi setelah
itu prosesnya dibulan juli sampai september dibulan oktober sampai
desember biasanya musrenbangdes usulan-usulan itu ditetapkan didalam
RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes karena kita tahunya anggaran
yang turun untuk tahun berikutnya di bulan-bulan itu. Tim perumus
diketahui oleh sekreteraris desa”.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan
Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diwujutkan

dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh
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sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu
menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses
pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk
membuat laporan pada akhirnya, serta kegiatan yang dilakukan pun dapat

dipertanggungjawabkan nantinya.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan
laporan masing-masing tahapan kegiatan. Adapun hasil wawancara dari beberapa

informan dari pemerintah desa:

“Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk
menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping
untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syaratuntuk
pengajuan anggaran tahap berikutnya.” (hasil wawancara dengan Bapak
Arwin Hilala).

Pendapat tersebut didukung oleh pengelola keuangan desa di tingkatdesa,

sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang
ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya
tidak direalisasikan”.(Hasil wawancara dengan Nurain Ibrahim).

“Kami selalu membuat laporanbulanan dan laporan akhir kegiatan,
karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran
tahap berikutnya’.

Namun setelah dilakukan wawancara dengan tim audit inspektorat terdapat
bahwa pelaksanaan dalam APBDes 2018 masih terdapat kekurangan dalam
pertanggungjawabannya sehinnga perlu untuk diperbaiki lagi. Berikut ini hasil

wawancara dengan tim audit inspektorak:
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“terhadap prinsip akuntabel masih ditemukan kekurangan-kekurangan
dalampertanggungjawaban sehingga perlu mendapat perhatian untuk
disempurnakan. Jadi setiap pemeriksanaan itu masih ada unsur-unsur
pertanggungjawaban yang belum dilaksanakan dan itu harus diperbaiki”.

C. Akuntabilitas Penatausahaan
Penatausahaan olen Bendahara Desa Lupoyo sudah sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal
35-36 telah dilaksanakandengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Pemerintah Desa Lupoyo lebih baik dalam penatausahaan terkait dengan
pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas desa. dengan berjalan baik dimana
bendahara desa sudah menyelenggarakan pembuatan buku kas umum, buku
pembantu pajak dan buku bank. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin
Hilala:
“penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item
kegiatan sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian
bendahara mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang
diajukan pada tiap tahap yang berdasarkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Bagaimana
pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana yang masuk ,itu
dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga pengeluarannya
juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di output
pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang
keluar sama pada akhir pelaksana kegiatan.  Adapun
pertanggungjawaban bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal

karna selalu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang
saya harapkan”.

d. Akuntabilitas Pelaporan

Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa Kepala

Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
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Bupati/Walikota berupalaporan semester pertama dan laporan semester akhir
tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.Dengan ini pelaporan yang ada di Desa Lupoyo
sesuai informan yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa
menyatakan bahwa pelaporan harus tertib dan tepat waktu karena itu sudah mejadi
ketentuan pemerintah yang menjadikan syarat untuk mendapatkan anggaran
kedepan. Begitupun pernyataan dari Sekertaris Desa bahwa laporan yang ada di
Desa Lupoyo sudah tertib dan tepat wakut. Berikut ini pernyataan langsung dari

Kepala Desa tentang Pelaporan di Desa Lupoyo:

“pelaksanaan laporan harus tertib. Karna dalam penyusunan
laporan tidak sama dengan acuan APBDes yang sudah ditetapkan
berarti pelaporan tidak tertib. laporan secara lengkap sebab ada yang
secara manual dan ada juga sistem dan itu harus lengkap dengan
dokumen-dokumennya. Pelaporan persemester bisa tepat waktu
sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Laporan
tahunan harus tepat waktu karna itu sudah menjadi ketetentuan
pemerintah yang menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran

2

kedepan”.

Setelah dilakukan wawancara kepada tim audit bahwa pada laporan

keuangan pemerintah desa lupoyo tahun 2018 sesuai dengan temuan oleh tim audit

bahwa ada salah satu kegiatan fisik masih ada kekurangan. Sehingga tim audit segera

menyampaikan kepada pemerintah desa agar segera di perbaiki. Hal tersebut di
buktikan dalam hasil wawancara dengan tim audit:

“Untuk laporan keuangan tahun 2018 sesuai dengan audit kami memang
masih ada temuan atau kekurangan. Kemudian kami sudah menyampaikan
kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dan alhamdulillah sudah di buat
data pendukung yaitu Back up data.”
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e. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan desa itu dilakukan setiap akhir tahun
anggaran yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan
pada forum musyawarah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
pemerintah desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan papan

informasi atau baliho yang mudah di akses oleh masyarakat umum.

Berikut ini pernyataan langsung dari Nurain Ibrahim:

“laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi kewajiban untuk
dilaporkan ke Bupati/walikota melalui camat dan penetapan dan
peraturan harus di sesuai”.

dan pernyataan dari Tim Audit Inspektorat:

“Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah tepat waktu karena
pada awal tahun akan diinput secara nasional ”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yaitu
Pemerintah Desa dan Tim autdit mengenai pertanggungjawaban yang ada di Desa
Lupoyo masih berpedoman dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal
38yaitu:

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran.
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2) Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja,

dan pembiayaan.

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a.

format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan; dan

format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke desa.
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4.3

Sintesis

Dari hasil analisis terhadap praktek analisis transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa pada desa lupoyo ini dapat di rangkum sebagai

berikut:
Dimensi Transparansi Akuntabilitas
Perencanaan Kepala  desa melakukan | Kepala  desa  Melakukan
Musrenbangdes. Tahap | Musrenbangdes yang menjadi
perencanaan pemerintah desa | dasar perencanaan

melaksanakan penyusunan
RPJMDes, RKPDes dan
RAPBDes hingga penetapan
peraturan desa tentang
APBDes. Perecanaan tersebut
juga didukung dengan hasil
wawancara yang telah
menunjukkan hasil yang baik
di mana dalam penyusunan

RPJMDes, RKPDes dan
RAPBDes selalu melibatkan
pemdes, BPD, dan
masyarakat. Hasil tersebut

juga didukung dokumentasi
dan wawancara

pembangunan desa. kemudian
penyusunan RKP ditingkat
desa dan akan dibentuk tim
perumus dan verifikasi dan
akan di proses. Perencanaan
ini didukung dari hasil
wawancara dan dokumentasi
wawancara.

Pelaksanaan

sebelum melaksanakan
program kegiatan maka akan

setiap pelaksanaan kegiatan
mengajukan SPP yang telah di

dipasang papan informasi | verifikasi oleh sekertaris desa
dimasing-masing lokasi | dan disetujui oleh kepala desa
kegiatan. yang diajukan kepada
bendahara desa. kemudian
bendahara desa mengajukan
pencairan dana. Setelah dana
cair maka bendahara segera
melakukan pembayaran
kepada masing-masing
pelaksana kegiatan.
Penatausahaan | setiap penerimaan dan | setiap penerimaan dan
pengeluaran bendahara desa | pengeluaran bendahara desa
melakukan pencatatan. melakukan pencatatan.
Pelaporan menyampiakan laporan | Pelaporan keuangan desa
realisasi APBDes kepada | telah dilakukan
Bupati/Walikota berupa, | olenPemerintah Desa lupoyo
laporan semster pertama dan | dengan adanya laporan
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laporan semester akhir.

realisasiselama dua semeseter
setiap tahunnya dan Laporan
Pertanggungjawaban yang
dilakukan setiap akhir tahun.

Pertanggung
jawaban

Kepala Desa menyampaikan
laporan  pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota setiap
akhir tahun anggaran dan pada
forum musyawarah desa.

Kepala Desa menyampaikan

laporan  pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada

Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran dan pada
forum musyawarah desa.
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44  Pembahasan
4.4.1 Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan

Program perencanaan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan disusun
melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah
forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program
pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan
Pembangunan Masyarakat Desa. prinsip tersebut megharuskan keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang
akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan,
sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo
Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dimana telah dibentuk tim pelaksana dan proses perencanaan
dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan rapat umum desa. Tim
Pelaksana Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari
Kepala Desa selaku penanggungjawab Operasional Kegiatan, Sekertaris Desa
selaku Penangungjawab Adminitrasi, Bendahara Desa selaku Kepala Urusan
Keuangan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

perencanaan dalam model partisipatif dilakukan dengan mengadakan rapat
umum yang dihadiri oleh masyarakat yang berada pada desa tersebut. Rapat
umum desa ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta dalam
berpartisipasi dalam penyusunan APBDes dan menentukan rencana kegiatan di

desa.
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Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lupoyo Kecamatan
Telaga Biru yakni terkait dalam Penyususnan APBDes, Penyampaian APBDes
kepada Kepala Desa dan BPD, Persetujuan APBDes, Penyampaian APBDes
kepada Bupati dan Penetapan APBDes oleh Bupati.berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan pada beberapa pemerintah desa dan salah satu masyarakat desa
lupoyo bahwa pada perencanaan, pemerintah desa Lupoyo berpedoman pada
Permendagri No 113 Tahun 2014. Jika dilihat dari masing-masing indikator dalam
perencanaan 100% perencanaan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

4.4.2 Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah
dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dari RPJM dan RKPDes. Namun
pada tahap pelaksanaan lebih sering diindetik dengan proses realisasi anggaran
unit/pos kegiatan. Maka dalam mendukung keterbukaan informasi pada
masyarakat tentang program Dana Desa adalah dengan memasang papan
informasi yang didalamnya terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang akan
dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lupoyo
Kecamatan Telaga Biru yang terkait dalam penyimpanan uag kas, pembuatan
rincian anggaran biaya, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengajuan SPP
kepada kepala desa dan pencatatan pembayaran oleh bendahara masih

berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 sampai 34.
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Dari hasil wawancara pada pemerintah desa dan masyarakat desa bahwa
pelaksanaan dana desa, pemerintah desa sudah melakukan secara transparansi.
Namun dari masyarakat sendiri masih kurang informasi dikarenakan adanya
keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat
lainnya. Dan setelah dilakukan wawancara dengan tim audit inspektorat terdapat
bahwa pelaksanaan dalam APBDes 2018 masih terdapat kekurangan dalam
pertanggungjawabannya sehinnga perlu untuk diperbaiki lagi.

4.4.3 Transparansi Dan Akuntabilitas Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Lupoyo Kecamatan
Telaga Biru dalam hal ini mengenai penatausahan bendahara, yang meliputi
pecatatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara, pertanggungjawaban dan
laporan tepat waktu masih berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa
bahwa bendahara telah melakukan penatausahaan dengan baik dari membuat item
kegiatan sesuai dengan pos-pos yang harus didanai dan mengeluarkan dana
berdasarkan item kegiatan yang diajukan berdasarkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Dana yang masuk dan keluar itu
sudah dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah itu di akan dioutput apakah
dana yang masuk dan dana yang keluar sama pada akhir pelaksanaan kegiatannya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan
keuangan desa pada desa lupoyo kecamatan telaga biru kabupaten gorontalo baik

sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
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4.4.4 Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan

Dalam pelaporan pengelolaa keuangan desa pada Desa Lupoyo Kecamatan
Telaga Biru. Dari hasil wawancara dari aparat desa dan masyarakat bahwa laporan
realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Lupoyo persemester maupun pertahun itu
tertib dan tepat waktu sebagaiman menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014
pasal 37, prosedur pelaporan sebagai berikut:

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes
kepada Bupati/Walikota. Berupa:

a. Laporan semester pertama
b. Laporan semester akhir tahun

(5) Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan
realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester
pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun
berjalan.

(6) Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa
laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan
semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi
APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun.

Tetapi dari hasil wawancara dari tim audit bahwa laporan keuangan
pemerintah desa lupoyo tahun 2018 sesuai dengan temuan oleh tim audit bahwa
ada salah satu kegiatan fisik masih ada kekurangan. Maka tim audit segera

menyampaikan kepada pemerintah desa agar segera di perbaiki. Dalam hasil
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wawancara tersebut juga pihak dari tim audit mengatakan bahwa temuan tersebut
telah di buat data pelengkap atau back up data.

Dari hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan
keuangan desa dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan masih berpedoman
pada Permendagri no. 113 tahun 2014. Walaupun berpedoman pada Permendagri
teapi masih terdapat kekurang mengenai salah satu kegiatan fisik pada laporan
realisasi pelaksanaan APBDes.

4.5  Transparansi dan Akuntabilitas pertanggungjawaban

Pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Lupoyo
Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terintegrasi  dengan
pertanggungjawaban APBDes. Berdasarkan Permandagri nomor 113 tahun 2014
bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari
pendapatan, belanja dan pembiayaan. Peraturan tersebut dimkasud sebagi
landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dana anggaran
pendapatan dan belanja desa.

Pengelolan keuangan desa harus dilakukan dengan efisien dan efektif,
transparan dan akuntabel. Dana desa yang merupakan salah satu sumber utama
pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
masyarakat maupun pada pemerintah kabupaten sebgai institusi pemberi

kewenangan. Dilihat dari wawancara dengan beberapa informan mengenai
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pertaggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa lupoyo masih

berpedoman dalam permendagri No 113 Tahun 2014.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaanpada Desa Lupoyo
dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada
permendagri No 113 Tahun 2014.

2. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaanpada Desa Lupoyo
dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada
permendagri No 113 Tahun 2014. Tetapi kurang efektif karena
keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Penatausahaanpada Desa
Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada
permendagri No 113 Tahun 2014.

4. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporanpada Desa Lupoyo
dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada
permendagri No 113 Tahun 2014. Kepala Desa melaporkan realisasi
penggunaan anggaran kepada bupati. Dari hasil wawancara yang
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan
pelaporan sudah berjalan baik. Meskipun dari pihak Inspektorat
awalnya menyatakan masih ditemukan kekurangan dalam pertanggung

jawaban, namun sudah diperbaiki oleh pihak aparat desa.
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5. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporanpada Desa Lupoyo
dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada
permendagri No 113 Tahun 2014.

52  Saran

1. Disarankan kepada kepala desa lupoyo untuk lebih memperhatikan
atau meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas
dalam segi pengelolaan keuangana desa.

2. Bagi aparat desa disarankan untuk terus meningkatkan kinerja dalam

pengelolaan keuangan desa.
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Lampiran 1
Transkip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Arwin Hilala
Jabatan : Kepala Desa
1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah

Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin
akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah?

alhamdulillah untuk pengelolaan yang ada di desa lupoyo sudah terbuka
untuk masyarakat umum. Karena laporan keuangan desa sudah dilaporkan
secara tertulis dan disampaikan melalui rapat Badan Permusyawaratan
Desa bersama masyarakat. Dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa sudah menjamin. Karena laporan keuangan desa sudah
dipajang dipapan informasi atau baliho.

Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat

meningkatkan perkembangan ekonomi desa?

yaa... karena semua program yang didanai oleh dana desa harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan realisasi dilapangan.
Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala

Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana
Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

untuk penyusunan APBDes diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) yang mengacu pada Rencana Pembangungan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian disusun Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan di bahas oleh Badan
Permusyawaran Desa (BPD) bersama pemerintah desa dan masyarakat.
Setelah dibahas olen BPD kemudian yang ditetapkan oleh Badan
Permusyawaran Desa (BPD) menjadi peraturan desa yang disebut
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah ditetapkan maka
kepala desa akan menyampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat dan
akan dievaluasi.Dan untuk akuntabilitasnya ““Perencanaan dimulai
dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap  dusun, kemudian
perencanaan penyusunan RKP di tingkat desa usulan dari tiap-tiap dusun
tadi di usulkan di musdes perencanaan rkp rencana kerja tahun
berikutnya. Di situ dibentuk tim perumus dan verifikasi setelah itu
prosesnya dibulan juli sampai september dibulan oktober sampai
desember biasanya musrenbangdes usulan-usulan itu ditetapkan didalam
RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes karena kita tahunya anggaran
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yang turun untuk tahun berikutnya di bulan-bulan itu. Tim perumus
diketahui oleh sekreteraris desa”.

Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian
anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?

Dalam transparansi sebagai pemerintah desa sudah menjadi kewajiban
memberikan informasi kepada masyarakat, agar mereka juga bisa
memberikan saran dan kritikan mereka demi kesempurnaan pelaksanaan
desa. dan untuk akuntabiliatas “Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan,
kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format
yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah
dikerjakan, juga sebagai syaratuntuk pengajuan anggaran tahap
berikutnya.”

Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran
oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item kegiatan
sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian bendahara mengeluarkan
dana berdasarkan item kegiatan yang diajukan pada tiap tahap yang
berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala
desa. Bagaimana pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana
yang masuk ,itu dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga
pengeluarannya juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di
output pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang
keluar sama pada akhir pelaksana kegiatan. Adapun pertanggungjawaban
bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal karna selalu melaksanakan
tanggungjawabnya sesuai dengan yang saya harapkan.

Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan

lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo
Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

Pelaksanaan laporan harus tertib. Karna dalam penyusunan laporan tidak
sama dengan acuan APBDes yang sudah ditetapkan berarti pelaporan
tidak tertib. laporan secara lengkap sebab ada yang secara manual dan ada
juga sistem dan itu harus lengkap dengan dokumen-dokumennya. Pelaporan
persemester bisa tepat waktu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan
pemerintah daerah. Laporan tahunan harus tepat waktu karna itu sudah
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menjadi ketetentuan pemerintah yang menjadi syarat untuk mendapatkan
anggaran kedepan.
Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan

bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan
desa?

Pada saat melaporkan pertanggungjawaban itu melalui camat nantinya
camat akan memeriks laporan pertanggungjawabannya lebih dulu sebelum
diperiksa langsung oleh bupati setelah camat memeriksanya terus camat
akan membawa laporannya ke bupati.. lalu penetapannya juga itu harus
sesuai dengan peraturan desa.
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Transkip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Hasan Latif Kilo
Jabatan : Sekertaris Desa
1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah

Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin
akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah?

Ya. Otomatis sudah transparan, bagiamana masyarakat itu bisa megetahui.
Kami mencoba melalui papan informasi desa melalui poster yang
sebelumnya diawali dengan laporan-laporan realisasi pekerjaan baik
bahan-bahan yang diadakan melalui pihak ke-3 semua itu sudah
disampaikan melalui papan pengumuman yang ada dikantor desa. Dan
untuk menjamin akses atau kebebasan pertanggungjawaban pengelolaan
keuanga desa. masyarakat itu sendiri menanyakan sudah bagaimana itu
pengelolaan dan penggunaan keuangan?, sudah bagaimana pekerjaan yang
dilakukan, berapa anggarannya setiap kegiatan? Nah ,jadi di buat papan
informasi ini masyarakat dapat mengetahui melalui papan proyek
dimasing-masing lokasi kegiatan (khusus untuk fisik).

Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat

meningkatkan perkembangan ekonomi desa?

ya. Selama ini dengan adanya dana desa untuk angka kemiskinan bisa
berkurang, bagaimana mengembangkan usahanya, contohnya bagaimana
masyarakat yang tadinya masih jalan ditempat usahanya sekarang dengan
adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah desa mereka merasa bersyukur
dengan adanya dana desa ini bisa menikmati anggaran yang diajukan
setiap tahun.

Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala

Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana
Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

dalam penyusunan itu kita adakan Musrenbangdes, setelah disusun APBDes
kemudian disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas
bersama kemudian ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan desa kemudian
disampaikan kebupati melalui camat untuk dievaluasi oleh Badan
Pemberdayaan Masayarakat Desa (BPMDes) kemudian disahkan oleh
bupati”.
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Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran
oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan bendahara sudah baik. Kemudian pencatatn penerimaan
dan pengeluaran itu melalui buku kasdengan adanya bukti-bukti atau nota
yang ada. Pertanggungjawaban saya rasa sudah cukup baik karena
pertanggungjawaaban bendahara sudah dilaksanakan dengan ketentuan
yang berlaku.

Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan

lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo
Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

laporan realisasi APBDes di desa lupoyo itu sudah tertib dan semuanya
sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lalu untuk laporannya itu ada
yang persemester dan tahunan yang harus dilaporkan dengan tepat waktu.
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Transkip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Nurain Ibrahim
Jabatan : Kaur Keuangan
1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah

Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin
akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah?

lya.. sudah terbuka dan jujur karena kami telah melaksanakan telah
dibuatkan/cetakan baliho. Jadi masyarakat bisa mengetahui informasi
tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa?

iya.. program-program yang di lakukan dengan dana desa ini kita harus
mempertanggungjawabkan dengan yang sudah dilakukan dilapangan’.
Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala

Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana
Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

kalau untuk penyusunan, penyampaian dan persetujuannya dilakukan
rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD. Setelah itu tinggal di lakukan
penyampaian APBDes kepada Bupati dan kita tinggal menunggu
keputusannya disahkan atau tidaknya”.

Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian

anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?

untuk uang kas desa itu di simpan di rekening desa dan proses
pembuatannya saya dibantu oleh berbagai pihak dalam membuat rincian
anggaran biaya. Pertanggungjawabannya sudah sangat baik dikarenakan
pelaksanaan kegiatan sudah sejalan dengan APBDes dan untuk catatan
pembayaran saya buat melalui bukti-bukti pembayaran.

Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran

oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan itu sangat jelas karena saya mengeluarkan dana itu hanya
pada saat pelaksanaan kegiatan. Pencatatan dan pengeluaran itu saya
lakukan ketika mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran dan
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penerimaan melalui buku kas. Pertanggungjawaban itu sendiri saya
merasa yakin sudah cukup jelas karna setelah diaudit oleh tim audit tidak
ada temuan.

. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan

lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo
Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

yah tertib, laporanya juga harus lengkap kalau tidak itu akan di
pertanyakan nanti.kalau laporan persemester dan tahunan itu tepat waktu
juga.

. Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati

?dan bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan
Peraturan desa?

laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi kewajiban untuk
dilaporkan ke Bupati/walikota melalui camat dan penetapan dan
peraturan harus di sesuai.
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Transkip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Djafar Husain
Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa
1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah

Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin
akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah?

Ya... sudah terbuka dan jujur dan telah dibuktikan, mereka sudah membuat
papan informasi atau di baliho itu sudah di tuangkan semua disitu tentang
pengelolaan keuangan desa. Dan ssudah menjamin akses dan kebebasan
untuk informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala

Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana
Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

Dalam hal penyusunan, penyampaian dan persetujuan APBDes itu memang
harus dilakukan rapat musyawarah desa karna itu sudah aturannya. Nah
setelah dibahas dan disepakati bersama melalui rapat maka ditetapkan oleh
BPD menjadi peraturan desa kemudian disampaikan oleh kepala desa ke
Bupati melalui camat untuk disahkan”.

Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian

anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?

sudah pasti di rekening desa yang dipegang langsung oleh bendahara. Kalo
yang saya liat untuk pebuatan rincian anggrannya bendahara masih
dibantu oleh pihak dalam. Dan pencatatan pembayaran itu di buktikan
dengan nota-nota atau kwitansi yang ada.

Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran

oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara menurut saya sudah bagus
karna sejauh ini beliau masih dipercayakan sebagai bendahara desa dan
untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran itu dilakukan dengan bukti
transaksi, terus pertanggungjawabannya bisa dikatakan sudah baik. lya
tepat waktu.
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Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan
lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo
Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

iya sudah tertib dan lengkap. Laporan persemester dan tahunan sudah tepat
waktu juga.

Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan
bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan
desa?

laporon pertanggungjawaban itu dilaporkan ke bupati yang melalui camat
terus untuk penetapan APBDes dan peraturan desa harus disesuaikan
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Transkip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Maimuna BiKki
Jabatan : Masyarakat Desa
1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah

Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin
akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah?

Awalnya kami belum merasa yakin dengan pengelolaan keuangan desa itu
sudah transparan karena ada pemberian bantuan ke masyarakat yang
nilainya berbeda sehingga kami menganggap ada kejanggalan. Tetapi
setelah diadakan rapat pertanggungjawaban ternyata pemberian bantuan
itu disesuaikan dengan kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah desa
dengan BPD

Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala

Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana
Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

Saya selaku tokoh masyarakat desa lupoyo selalu diundang oleh pemerintah
desa untuk menghadiri rapat jadi dalam hal penyusunan dan perencanaan
APBDes saya sering diminta pendapat mengenai rencana pembangunan
yang ada di desa dan alhamdulillah saya sering memberikan masukan
kepada pemerintah desa agar pembangunan yang ada di desa dilakukan
secara merata diantar dusun dengan melihat kebutuhan masyrakat yang
lebih prioritas.

Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian

anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?

yang saya tau itu uang kas desa ada rekening desa dan di pegang oleh
bendahara sendiri. Pembuatan pencatatannya dibuat oleh bendahara
karena bendahara yang tau tentang rincian-rincian anggaran yang
digunakan.

Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran

oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

Penatausahaan cukup baik karna sampai saat ini kami belum mendengar
bahwa bendahara desa melakukan penyimpangan tentang dana des. Kalau
untuk pencatatan pengeluaran saya rasa sudah baik walaupun masih ada
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yang kurang maksimal itu karna SDM yang ada di desa masih terbatas.
Kemudian pertanggungjawabannya sudah bagus karna selama ini
pertanggungjawabannya sudah diperiksa oleh inspektorat. Lalu untuk
pelaporan itu tidak begitu jelas, cuman intinya pencairan dana tetap tanpa
hambatan.

Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan

lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo
Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

iya tertib dan sudah lengkap begitu juga laporan persemster dan tahunan
sudah tepat waktu, karna itu disampaikan juga pada saat rapat.
Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan

bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan
desa?

Kalau yang saya tau laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan kebupati
dan penetapan dan peraturan desa sepertinya sudah sejalan karna APBDes
di desa Lupoyo yang saya lihat sudah ditetapkan oleh bupati”.
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Transkip Wawancara Tim Audit Inspektorat

Nama : Mulyono Abdul
Jabatan : Tim Audit Inspektorat
1. Bapak sebagai tim audit di desa lupoyo bagaimana pengelolaan

keuangan desa lupoyo tahun 2018?

APBDes 2018 didesa lupoyo sudah sesuia dengan ketentuan yang berlaku
namun masih terdapat beberapa kelemahan yang diperlu diperbaiki dalam
rangka menjawab prinsip keuangan desa yaitu prinsip transparan dan
akuntabilitas.

Bagaimana cara Pemerintah Desa Lupoyo dalam melaksanakan kegiatan

APBDes 2018. Apakah sudah sesuai atau tidak ?

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes 2018 pemerintah desa lupoyo sudah
berdasarkan APBDes 2018. Namun terhadap realisasi pekerjaan fisik dilapangan
masih terdapat beberapa kekurangan namun telah diperbaiki atau dilengkapi.

Bagaimana cara pelaporan pemerintah desa lupoyo dalam pelaksanaan

APBDes 2018 ? dan apakah sudah bisa dikatakan transparansi dan
akuntabilitas ?

Terhadap prinsip transparansi pelaporan penggunaan APBDes 2018 sudah bisa
dikatakan memenuhi unsur-unsur transparan namun masih perlu ditingkatkan lagi
usaha-usaha dalam mempublikasikan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat.
Terhadap prinsip akuntabel masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam
pertanggungjawaban sehingga perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan.
Jadi setiap pemeriksaan itu masih ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang
belum dilaksanakan dan itu harus diperbaiki.

Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah desa lupoyo tahun 2018.

Apakah ada temuan atau tidak ?

Untuk laporan keuangan tahun 2018 sesuai dengan audit kami memang masih ada
temuan atau kekurangan. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada pmerintah
desa untuk diperbaiki dan alhamdulillah sudah di laksanakan dengan baik.

Apakah kepala desa menyampaikan laporan relalisasi pelaksanaan

APBDes semester pertama dan semester akhir tahun secara tepat
waktu?

Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah tepat waktu karena
pada awal tahun akan diinput secara nasional.
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